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Jadwal Sidang

[image: ] Pengadilan Agama Cimahi memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
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Penelusuran Perkara

[image: ]Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Cimahi. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
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Profil Pengadilan Agama Kota Cimahi	A.	IDENTITAS
	 	a.	Nama Kantor	:	Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I. A
	 	b.	Alamat	:	Jalan Kolonel Masturi No. 180 Kota Cimahi

	 	c.	Kode Pos	:	40512
	 	d.	Telepon	:	022-87774551
	 	e.	Fax	:	-
	 	f.	Website	:	http://www.pa-cimahi.go.id
	 	g.	Email	:	This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
	 	 	 	 	 
	B.	SEJARAH SINGKAT
	 	a.	Dasar Hukum Pembentukan
	 	 	Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung. Mulai bulan April 2016 Pengadilan Agama Cimahi berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi, hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama Baru.

	 	b.	Sejarah Pembentukan
	 	 	Masa sebelum penjajahan
	 	 	Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung pada jaman sebelum penjajahan, sebagi sebuah institusi yang memiliki struktur organisasi belum terbentuk, akan tetapi fungsi sebagai sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa diantara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatan¬nya dan para “ajengan” sebagai tokoh kuncinya. Sebab Bandung sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1641, yang penyelengaraanya dilaksanakan oleh “ajeg” (pemerintahan kabupaten) yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram.
	 	 	Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang
	 	 	Pengadilan Agama untuk Kabupaten Bandung pada masa pendudukan Belanda, tepatnya pada tahun 1882 telah terbentuk dengan sebutan raad agama, dengan “kantornya” di Mesjid Agung Bandung (kaum), dengan wilayah hukum meliputi kabupaten Bandung dan burgemeester (kota) Bandung. Dasar pembentukan Pengadilan Agama (raad agama) untuk wilayah hukum Kabu¬paten Bandung (dan Indonesia pada umumnya), adalah dalam stbld 1882 pasal 1, disebutkan bahwa “pada tempat yang ada landraad di tanah Jawa dan Madura didirikan raad agama yang sama jajahanya dengan landraad itu”. Diantara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung (hoofd penghulu president raad agama) yang terkenal dan dan namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Kota Bandung adalah Penghulu H. Hasan Mustopa.
Setalah pendudukan Belanda berakhir, dan digantikan oleh Jepang, dalam sis¬tem pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, termasuk  dalam bidang hukum (peradilan).
	 	 	Masa Kemerdekaan
	 	 	Setelah Indonesia merdeka, hal yang menyangkut hukum, diberlakukan aturan selama belum diatur hukum yang baru masih tetap berlaku hukum yang lama. Demikian pula dengan keberadaan Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baru pada tahun 1967, dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Cimahi, sebagai Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi, dengan wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung. Akan tetapi  Keputusan Menteri Agama tersebut baru direalisasikan pada bulan Desember 1967, dengan dilantiknya KH. Moh Syarif Ishak (Gol II/c), mantan hakim pada Pengadilan Agama Bandung, sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung yang pertama.
Meskipun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Bandung telah ter¬bentuk, ia belum memiliki Balai Sidang. Maka  ditunjuk PT. FARMAJA (pimpinan Hj. SUHAELI) sebagai pemborong pembangunan tersebut. Namun sebelum gedung Balai Sidang yang baru terbentuk, oleh PT. FARMAJA diberikan pinjamana gedung ukuran  5 x 5 m, terletak di sebelah Apotik Budi Jalan Raya Tagog. Kantor sementara tersebut bercampur dengan onderdil mobil.
Komposisi karyawan Pengadilan Agama Kabupaten Bandung ketika itu berjumlah 13 orang, sebagai berikut:
	 	 	
	No	Nama	Gol	Pendidikan	Jabatan
	1.	KH. Moh. Syarif Ishak	II/c	Pesantren	Ketua
	2.	Hidayat Rifaì B.A	II/c	Sarmud Unu	Wakil Ketua
	3.	RA. Ateng Jamàn	II/a	SMA	Panitera Kepala
	4.	RA. Ma`mun	II/b	SMA	Ka Kep. Perkara
	5.	Somantri, BE	II/a	SM Unpad	Panitera Sidang
	6.	Eko Sukarya	I/c	SMA	Panitera Sidang
	7.	Suparno	I/b	SMP	Panitera Sidang
	8.	Imun Rukmana	I/d	SMP	Keuangan/Gaji
	9.	Adji Sutarja	I/c	SMP	Staf
	10.	Darosih	I/c	SMP	Staf
	11.	U. Dahrojat	I/c	SMP	Staf
	12.	Idar	I/a	Sd	Staf
	13.	Komara	I/a	SD	Staf





	 	     	Inventaris kantor Pengadilan Agama ketika itu hanya mempunyai 2 mesin tik,  yakni sebuah mesin tik besar dan sebuah mesin tik kecil. Demikian pula Pegawai belum memakai seragam. Meja sidang yang dipergunakan adalah meja biasa.

Setahun kemudian, oleh Bupati Bandung (ketika itu Kolonel Masturi), Pengadilan Agama Cimahi (Kabupaten Bandung) diberikan sebidang tanah terletak di Jalan Raya Gatot Subroto, bersebelahan dengan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam, sekarang Salon/rumah makan. Akan tetapi dikarenakan ada ruangan yang kosong di Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam tersebut, maka ruangan itulah yang difungsikan sebagai Balai Sidang, bahkan hingga tiga tahun berjalan di tempat tersebut, tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung belum dibangun.

	 	 	Masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
	 	 	Ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan tanggal 1 Oktober 1975, Kantor Pengadilan Agama Cimahi pindah ke Jalan Cihanjuang, dengan menyewa sebuah paviliun rumah lantai 2 sebelah Hotel Chandra. Ukuran Balai Sidang di tempat yang baru ini cukup apabila diban¬dingkan dengan dua tempat sebelumnya.

Pimpinan Pengadilan Agama pada masa berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijabat oleh KH. Hidayat Rifa’i, B.A. dan Panitera Kepala dijabat oleh RA. Ateng Jam’an. Penggunaan Balai Sidang Pengadilan Agama Cimahi di Jalan Cihanjuang ini berlangsung selama ± 4 tahun, kemudian pada tahun 1978, pada masa kememimpinan Drs. KH. Hidayat Rifa’i dan Panitera Kepala Adji Sutardja, Sm.Hk., Kantor dipindahkan ke Jalan Terusan No. 38 Cimahi.

Pembangunan BSPA Cimahi di Jalan Terusan No 38 Cimahi didirikan di atas  tanah dengan hak sewa seluas 510 m2 berdasarkan SK Gubernur KDH Dati I Jawa Barat Nomor 556/Pm.130/SK/1976. Luas bangunan (pertama) 225 m2, pembangunan tersebut dilaksanakan oleh CV. RAMA melalui anggaran DIP Departemen Agama tahun 1976/1977, dengan biaya sebesar Rp. 7.100.000. 

Jumlah perkara masuk pada periode ini sebanyak 300 perkara per bulan, atau ± 3600 perkara pertahun. Dominasi perkara masuk ke Pengadilan Agama Cimahi secara berturut-turut adalah perkara Izin Ikrar Thalak dan Pengesahan Nikah.
	 	 	Masa Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
	 	 	Ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Cimahi dibawah pimpinan Drs. H. Mahyudin Ramli (1989-1995). Kemudian secara berturut-turut Ketua Pengadila Agama Cimahi pada periode in adalah: Drs. H.P. Soetopo, S.H., M.Hum. (1995-1998), Drs. H. Nurcholis. Sy, S.H. (1998-2001), Drs. H.Yahya Khaerudin, S.H. (2001-2002) dan Drs. H. Zurrihan Ahmad, S.H., M.H.
Pada periode ini  terjadi perkembangan yang cukup signifikan, diantaranya:
	 	 	
Jumlah perkara yang masuk, semula berjumlah 300 perkara per bulan, menjadi kurang dari 100 perkara per bulan. Hal ini berlangsung hingga tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999 terjadi pening¬katan jumlah perkara masuk hingga mencapai angka 150 – 200 perkara;

Terjadinya  kasus pemalsuan akta cerai (bukan oleh pejabat atau karyawan Pengadilan Agama);

Terbitnya KMA Nomor 73 Tahun 1993 tanggal 9 Maret 1993 jo KMA Nomor 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadian Agama Cimahi adalah Pengadilan Agama Kelas I.A;

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi sebagai Pemerintahan Kota (otonom);

Sejak terbitnya Undang-Undang No 9 Tahun 2001 Pengadilan Agama Cimahi mewilayahi dua wilayah pemerintahan, yakni Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi;

Dibangunnya kantor Pengadilan Agama Cimahi di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Soreang;

Terbitnya Undang-Undang Tahun 1989 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.


	 	 	Masa Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
	 	 	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, lahir sebagai pengejawantahan reformasi dalam tata hukum di Indonesia yang menghendaki pemisahan secara jelas antara eksekutif dan yudikatif. Undang-undang ini membidangi penyatu-atapan empat badan peradilan ke dalam struktur Mahkamah Agung RI. Untuk Peradilan Agama penyerahan dari Departemen Teknis (DEPAG RI) dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004. Sehingga setelah tanggal tersebut secara teknis yustisial, finansial dan administrasi, Peradilan Agama telah berada dalam struktur Mahkamah Agung RI dan berkedudukan yang sama serta sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum (Negeri), Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militersesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.
Ketika momentum itu terjadi Pengadilan Agama Cimahi, di bawah pimpinan Drs. H. Sam’un Abduh, SQ, seorang wakil Ketua, karena formasi ketua belum terisi. Bagi Pengadilan Agama Cimahi, bersamaan dengan momentum bersejarah tersebut, tercatat  perkembangan yang penting, diantaranya:
	 	 	
Selesainya pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Cimahi yang representaif di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang;

Pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan telah menggunakan komputerisasi, yang berbasis pada komputer local area network. Komputerisasi ini dikenal dengan nama Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SISDIPA). Dengan aplikasi SISDIPA ini pelayanan berperkara disajikan secara lebih baik (better), lebih cepat (faster), lebih sederhana (more simple) dan lebih akurat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejak tahun 2016 Pengadilan Agama Cimahi berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Perubahan nomenklatur ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan beberapa pengadilan Agama baru, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2016. Dengan berlakunya Keppres ini, Pengadilan Agama Cimahi yang semula mewilayahi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, menjadi hanya mewilayahi Kota Cimahi saja karena di Kabupaten Bandung telah dibentuk Pengadilan Agama Soreang dan di Kabupaten Bandung Barat dibentuk Pengadilan Agama Ngamprah.

	Lihat SK Nomor 15 Tahun 2016



	C.	Foto Gedung
	 	1.	Gedung Lama
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Jl. Terusan No. 38 Kota Cimahi
	 	2.	Gedung Lama (Soreang)
	 	 	
[image: ] 

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang
	 	3.	Gedung Baru (Soreang)
	 	 	
[image: ] 

Jl. Raya Soreang-Kopo KM. 16 Soreang, Kabupaten Bandung
	 	 4.	Gedung Saat ini (Kolonel Masturi) 
	 	 	[image: ]
	 	 	Jl. Kolonel Masturi No. 180 Kota Cimahi

	 	 	 


 















 




	Prosedur Permohonan Informasi
	Prosedur Bantuan Hukum








 Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


[image: Colors]Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Masing-masing prosedur memiliki kriteria sebagaimana dijelaskan kemudian.  
                                                

Selanjutnya




Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


[image: Colors]Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 
                                                

Lebih Lanjut
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Think you like it? Buy now
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Informasi Cepat




Direktori Putusan Mahkamah Agung

[image: Penelusuran perkara] Penelusuran Putusan Perkara PA Cimahi


Kunjungi


Bantuan Hukum

[image: Posbakum] Informasi bantuan hukum untuk pencari keadilan
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Informasi Pendaftaran Perkara

[image: ]Unduh formulir pengajuan perkara.
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Statistik Pengadilan

[image: ]Data Perkara dan Putusan Pengadilan.


Kunjungi

Pengaduan Pelayanan Pengadilan

[image: ]Prosedur Pengaduan Pelayanan Pengadilan.
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[image: ]Gugatan Mandiri


 

[image: ]Mahkamah Agung Republik Indonesia
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